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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br> 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang

terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Hal yang

menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah 1) Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, 2) Peran Dana

Perimbangan dalam mendukung Otonomi Daerah di Indonesia dan 3) Perbandingan pengelolaan Dana

Perimbangan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2008-2010.

Penyelenggaraan otonomi daerah mebawa konsekuensi adanya penyerahan kewenangan dari Pusat kepada

Pemerintah Daerah untuk mengurus keuangannya sendiri. Sebagai salah satu bagian dari Transfer ke

Daerah, Dana Perimbangan memegang peranan penting dalam mendukung otonomi daerah. Dana

Perimbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta beberapa

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Dana Perimbangan terdiri Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Setiap komponen tersebut memiliki persentase dan variabel

tertentu sebelum didistribusikan kepada pemerintah Daerah. Berdasarkan data APBD Kabupaten

Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2008-2010, persentase Dana Perimbangan terhadap

total Pendapatan Daerah mencapai lebih dari 70% yang sebagian besar dipergunakan untuk penyelenggaraan

urusan wajib dan urusan pilihan dengan mengedepankan sektor pendidikan. Kabupaten Bojonegoro

mendapat porsi Dana Perimbangan lebih banyak dibanding Kabupaten Tuban karena ditetapkan sebagai

daerah penghasil kehutanan dan pertambangan minyak bumi. Dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan

memang benar-benar sangat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, khususnya di

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br> 

This study applying a normative juridical research method using secondary data, which is consist of the

primary source of legal materials, secondary source material and tertiary source materials. This thesis is

mainly discussed about 1) The Regulation of the Fiscal Balance in Indonesia; 2) The role of the Fiscal

Balance in supporting of Regional Autonomy in Indonesia; and 3) Comparison of the management of the

Fiscal Balance in Bojonegoro and Tuban in Fiscal Year 2008¬2010. The implementation of Regional

Autonomy brought the consequences of the handover of authority from the Central Government to Local

Government (expenditure assignment) to manage its own finances. As one part of the Intergovernmental

Fiscal Transfer, Fiscal Balance holds an important role in supporting Regional Autonomy. Fiscal Balance

regulated in Law of Local Government: Law of The Republic of Indonesia Number 32 of 2004, Law of

Fiscal Balance between Central and Local Government : Law of The Republic of Indonesia Number 33 of
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2004, and Government Regulation Number 55 of 2005 regarding the Fiscal Balance as well as several other

laws and regulations related. Fiscal Balance consist of Revenue Sharing, General Allocation Fund, and

Specific Allocation Fund. Each component has a certain percentage and variable before being distributed to

local governments. Based on data from Bojonegoro and Tuban's Local Budget in Fiscal Year 2008-2010, the

percentage of Fiscal Balance to total local revenue reached more than 70%, which is mostly used for the

implementation of compulsory affairs and affairs of the option, with education sector as a main item.

Bojonegoro get a portion of Fiscal Balance more than Tuban because forestry and mining of petroleum

areas. The conclusion is the Fiscal Balance was indeed strongly support the implementation of Regional

Autonomy in Indonesia, especially in Bojonegoro and Tuban. 


